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 Upaya pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan masih 
sangat mendesak saat ini. Meski jumlah masyarakat miskin di 
perkotaan menurun, angka tersebut tidak signifikan. 
Pemberdayaan perlu menempatkan masyarakat miskin 
perkotaan sebagai aktor utama dan pemerintah sebagai 
fasilitator dan motivator. Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran ilmiah tentang penyebab kemiskinan 
dan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi 
naratif. Partisipan penelitian adalah sebanyak lima rumah 
tangga berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam 
dengan partisipan. Pengamatan lapangan juga dilakukan 
terkait kehidupan sosial partisipan dan studi literatur untuk 
memperkuat data wawancara dan observasi. Analisis data 
dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan verifikasi / penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan tiga faktor penyebab kemiskinan perkotaan: 
alamiah, budaya, dan struktural. Model pemberdayaan 
dilaksanakan dengan memahami permasalahan yang dihadapi, 
menyusun strategi pemecahan masalah, memahami pentingnya 
melakukan perubahan yang terencana, dan memperkuat 
kapasitas masyarakat miskin perkotaan. 
 Kata Kunci: Kemiskinan Perkotaan; Model Pemberdayaan; 
Pembangunan Ekonomi; Pembangunan 
Manusia; Penghasilan Rendah  
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1. Pendahuluan 
Tantangan bangsa Indonesia di era otonomi daerah tidaklah mudah. Negara lain saling 
bersaing dalam meningkatkan daya saingnya. Namun bangsa Indonesia gagal dalam 
membenahi masalah ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri. Di balik itu, ada masalah yang 
paling mendesak untuk diselesaikan, yaitu kemiskinan. Kondisi kemiskinan masyarakat 
Indonesia masih mencapai 9,41 persen pada Maret 2019. Jumlah penduduk miskin di perkotaan 
9,99 juta orang, dan di perdesaan 15,15 juta orang pada Maret 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019). 
Sedangkan jumlah penduduk miskin di kota Makassar sebanyak 66.224 jiwa pada Juli 2019 
(Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2019). Meskipun jumlah penduduk miskin perkotaan 
lebih kecil dari jumlah penduduk miskin pedesaan, menarik untuk diteliti bahwa rumah tangga 
berpendapatan rendah perkotaan masih dapat bertahan. Mereka tidak merasakan kondisi 
keterbatasan, dan perilaku kesehariannya terus berlanjut, dan mereka menjalani hidup seperti 
biasa. 
Kondisi ini memprihatinkan, mengingat kemiskinan bukanlah masalah yang mudah 
diatasi. Pencegahan tersebut mencakup banyak aspek dan proses yang harus dilalui dan 
dijalankan (Hendrayani et al., 2020, p. 101). Kepemilikan sumber daya yang tidak setara, 
kapasitas masyarakat yang minim, dan ketimpangan akses dalam produksi menyebabkan 
partisipasi dalam pembangunan yang lamban. Semua ini, pada gilirannya, menyebabkan 
perolehan pendapatan yang tidak seimbang dan, pada gilirannya, menciptakan struktur 
komunitas yang tidak seimbang. Ketimpangan ekonomi ini dapat merusak kesejahteraan 
pribadi dan sosial dan berpotensi merusak keamanan masyarakat (Ginting & Yusnaini, 2020, p. 
4). 
Secara umum ada dua faktor utama penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan yang 
saling terkait: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah 
dan hambatan yang berasal dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti 
motivasi berprestasi yang rendah, kurangnya modal, penguasaan manajemen yang lemah, dan 
aspek teknologi. Selanjutnya faktor eksternal terkait dengan kondisi kelembagaan yang belum 
kondusif. Selain itu, minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya menyebabkan potensi 
masyarakat kurang berkembang. 
Berdasarkan logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat, maka strategi 
pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan harus menyentuh permasalahan masyarakat, 
baik dari sisi internal maupun eksternal. Konsep pemberdayaan adalah meningkatkan peran 
aktif masyarakat (Mustikarini & Santi, 2020, p. 27). Pemberdayaan adalah proses dimana setiap 
orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kontrol, pengaruh, peristiwa, 
dan lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Kartasasmita, 1996; Sumodiningrat, 2007; 
Mardikanto & Soebiato, 2013; Soleh, 2014). Inti dari pemberdayaan adalah membahas 
bagaimana individu, kelompok, dan komunitas berusaha mengendalikan kehidupan dan 
pekerjaannya sendiri untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya. Pelaku 
pembangunan dituntut untuk secara konsisten dan berkesinambungan menciptakan dan 
membina kebersamaan sehingga dampaknya tidak hanya pada pemberdayaan di tingkat akar 
rumput tetapi juga pada penguatan perekonomiannya. 
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk 
mengentaskan kemiskinan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu indikator untuk 
memberikan posisi kinerja pembangunan (development output) yang dicapai suatu daerah 
adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka 
semakin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan daerah tersebut. Untuk kota Makassar, 
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indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagai 
berikut: 
 
Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar Tahun 2014 - 2018 
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,35 79,94 80,53 81,13 81,73 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2019) 
 
Berdasarkan kriteria United Nations Development Program (UNDP), nilai IPM kurang dari 
60 (IPM < 60) diklasifikasikan sebagai IPM rendah, nilai IPM 60 - kurang dari 70 (60 ≤ IPM < 70) 
diklasifikasikan sebagai IPM sedang, nilai IPM 70 - kurang dari 80 (70 ≤ IPM < 80) 
diklasifikasikan sebagai tinggi, dan nilai IPM di atas 80 (IPM > 80) diklasifikasikan sebagai IPM 
sangat tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, IPM kota Makassar sejak tahun 2016 
diklasifikasikan sebagai IPM sangat tinggi. 
Pencapaian IPM menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat secara umum telah 
banyak diterapkan di Kota Makassar. Namun di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa masih 
terdapat beberapa rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama yang tinggal di gang-gang 
dan bantaran kanal kota Makassar. Meski telah dilakukan implementasi pemberdayaan melalui 
berbagai program, namun masyarakat gang tersebut masih terlihat terbelakang dan miskin. 
Misalnya, masih banyak permukiman kumuh. Selain itu, masih adanya masyarakat miskin 
yang bekerja sebagai tukang becak/ojek, pembantu rumah tangga, pemulung, dan pedagang 
kaki lima. Pekerjaan itu telah berlangsung lama dan dari generasi ke generasi. 
Selain itu, mereka juga memiliki banyak anak dan tidak dapat menyekolahkan anaknya ke 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga sulit bagi anaknya untuk mendapatkan jenis 
pekerjaan yang lebih baik. Kondisi tersebut yang memaksa anak-anaknya untuk tetap 
melanjutkan pekerjaan orang tuanya dan membawa konsekuensi lebih lanjut, sulitnya keluar 
dari siklus kemiskinan. Mereka bahkan tidak merasa miskin dan mengarah pada kemiskinan 
struktural dan kemiskinan budaya (Hakim, 2019, p. 165). Selain itu, masyarakat gang juga 
identik dengan kondisi kumuh, temperamen tinggi, sering bekerja sebagai 
pelayan/wiraniaga/buruh karena tidak mau mengambil resiko kerja, dan pemahaman nilai-
nilai agama yang rendah sehingga berujung pada tindak pidana. 
Di sisi lain, dari pra-kunjungan lapangan juga ditemukan bahwa sikap dan perilaku malas 
mereka menjadi penyebab kondisi kemiskinan mereka. Penelitian pendahuluan memperoleh 
informasi tentang banyaknya pusat bisnis yang ada di kota Makassar, seperti Mal Makassar, 
Pasar Butung yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan grosir, Karebosi Link, Condotel 
Karebosi, dan lain-lain. Kemiskinan perkotaan bersifat paradoks. Masyarakat kini semakin 
terinformasi dan kritis serta dapat menyaring dunia usaha yang berkembang (Kurniasari, 2015, 
p. 99). Padahal, dalam situasi yang terinformasi dan dunia bisnis yang berkembang ini, 
masyarakat dapat dengan mudah mengakses jenis pekerjaan dan kemudian mendapatkan 
penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Semakin 
banyak bisnis komunitas berkembang, semakin banyak pendapatan yang mereka hasilkan 
(Layyinaturrobaniyah, 2019, p. 141). 
Di sisi lain, secara struktural, berbagai pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan 
dengan baik oleh Pemerintah Kota Makassar dan perusahaan melalui program Corporate Social 
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Responsibility (CSR), termasuk pemberdayaan masyarakat oleh lembaga sosial. Namun 
demikian, kegiatan pendampingan, terutama yang berasal dari lembaga sosial, tidak 
berkelanjutan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Begitu pula dengan 
program bantuan perusahaan yang mengutamakan kepentingan citra perusahaan. Sedangkan 
hasil kegiatan pemberdayaan dari Pemerintah Kota Makassar masih belum optimal. Program 
bantuan sosial tidak hanya sekedar donasi tetapi juga harus mencakup kegiatan pemberdayaan 
masyarakat miskin untuk mencapai kemandirian masyarakat (Lestari et al., 2019, p. 290). 
Berbagai kegiatan pemberdayaan mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada program 
pemberdayaan. Pemberdayaan tidak mencakup hal-hal yang mendasar, misalnya nilai-nilai 
masyarakat, seperti cepat puas dengan keadaan atau tidak memiliki motivasi untuk sukses. 
Menurut McClelland (1987, p. 13), kemajuan bisnis di bidang ekonomi tidak terjadi di 
negara berkembang karena masyarakat di negara tersebut belum memiliki mentalitas yang 
sesuai untuk pembangunan. Menurut McClelland (1987, p. 13), masyarakat di negara 
berkembang tidak memiliki apa yang disebut n-Ach (Need For Achievement). Salah satu alasan 
kurangnya n-Ach adalah karena mereka cenderung menyelesaikan masalah mereka hingga 
takdirnya. Teori ini menjelaskan perlunya pemberdayaan yang dilakukan di tingkat eksternal, 
dan yang signifikan adalah penyediaan kekuatan dengan mengubah faktor internal masyarakat 
miskin perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat 
miskin perkotaan dan penyebab kemiskinan mereka. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 
Inti esensi konseptualisasi pemberdayaan adalah pada manusia dan kemanusiaan, dengan 
kata lain manusia, dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. 
Pemberdayaan tersirat memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari 
kelompok masyarakat berdasarkan aspek demokrasi, dengan fokus pada lokalitas. Orang akan 
merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal (Bebbington, 2000, p. 8). Pemberdayaan 
masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang 
memungkinkan masyarakat berkembang. Jadi intinya adalah setiap manusia memiliki potensi 
untuk berkembang. Tidak ada manusia yang lengkap tanpa kekuatan. Pemberdayaan adalah 
upaya membangun kekuatan itu dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan 
kesadaran akan potensinya serta berupaya mengembangkannya untuk mencapai tujuan akhir, 
yaitu masyarakat yang mandiri dan sejahtera. 
Kedua, memperkuat potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat (pemberdayaan). 
Selain menciptakan iklim dan atmosfir, ada kebutuhan untuk mengambil langkah konkret. Ini 
melibatkan pemberian berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang yang akan 
membuat masyarakat berdaya. Oleh karena itu, upaya terpenting adalah meningkatkan status 
pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap sumber kemajuan ekonomi seperti permodalan, 
teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Input berupa pemberdayaan, terkait dengan 
pembangunan prasarana dan sarana fisik yang diperlukan, seperti irigasi, jalan, listrik, dan 
pelayanan sosial (pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan), untuk menjangkau masyarakat 
di tingkat paling bawah, sebagai serta ketersediaan dana, pelatihan, dan lembaga pemasaran, di 
mana populasi terkonsentrasi kurang dalam pemberdayaan. Oleh karena itu, perlu adanya 
program khusus bagi masyarakat kurang mampu karena program umum yang berlaku tidak 
selalu dapat menjangkau lapisan masyarakat. 
Ketiga, memberdayakan berarti melindungi. Proses pemberdayaan bertujuan agar 
masyarakat tidak menjadi lemah dan tidak berdaya. Perlindungan dan keberpihakan terhadap 
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yang lemah merupakan hal mendasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi 
tidak berarti mengisolasi atau menutupi interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya 
untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang. Dalam konteks penelitian ini, melindungi 
dapat berarti mengadvokasi masyarakat yang relatif kurang beruntung. 
 
2.2. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Ukuran kemiskinan secara umum terdiri dari kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. 
Kemiskinan absolut terkait dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan 
dasar minimum untuk kehidupan yang layak. Konsep yang berkembang di Indonesia ini 
mengacu pada “ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar” (Mawartahadi, 
2005, p. 97). Definisi ini mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang artinya 
orang yang tidak dapat melebihi kemampuan minimum dianggap sebagai orang miskin. 
Penyebab kemiskinan adalah hubungan sebab akibat yang kompleks dan saling terkait dari 
ketidakberdayaan, kerapuhan, kelemahan fisik, kemiskinan, dan keterasingan. Pengentasan 
kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mandiri dalam bidang 
ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, semakin tinggi akses ekonomi, semakin besar peluang 
mereka untuk mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinan (Chambers, 1995). 
Sedangkan jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari (1) kemiskinan alamiah, 
(2) kemiskinan budaya, dan (3) kemiskinan struktural (Sumodiningrat, 1998, p. 27). Kemiskinan 
alamiah merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena sedari awal merupakan orang 
miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya, 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, atau sumberdaya pembangunan yang memadai. 
Kalaupun berpartisipasi dalam pembangunan, mereka hanya mendapat kompensasi 
pendapatan rendah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam 
seperti kecacatan, penyakit, usia tua, atau bencana alam. Menurut Kartasasmita (1996, p. 235), 
kondisi kemiskinan seperti ini adalah "Kemiskinan Persisten"; kemiskinan yang sudah kronis 
atau turun-temurun. 
Kemiskinan budaya merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena budaya, atau 
adat istiadat yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kemiskinan budaya mengacu pada 
sikap hidup seseorang atau sekelompok orang yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan 
hidup, dan budaya dimana mereka merasa sudah cukup dan tidak merasa dirugikan. 
Kelompok masyarakat seperti itu tidak mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan 
tidak ingin memperbaiki dan mengubah hidup mereka. Akibatnya, tingkat pendapatan mereka 
rendah sesuai standar yang biasa digunakan. Penyebab kemiskinan disebabkan oleh faktor 
budaya seperti kemalasan, tidak disiplin, boros, dan lain-lain. 
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan 
manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, 
korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok 
tertentu. Upaya penanggulangan kemiskinan alam dengan merencanakan berbagai program 
dan kebijakan menyebabkan munculnya kemiskinan struktural. Namun karena implementasi 
yang tidak merata, kepemilikan sumberdaya yang tidak merata, peluang yang tidak merata 
menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi tidak merata dan mengakibatkan timpangnya 
struktur masyarakat. 
Faktor penyebab kemiskinan masyarakat, menurut Remi & Tjiptoherijanto (2002, p. 1) 
adalah melebarnya ketimpangan pendapatan. Pengeluaran keluarga yang besar, pekerjaan 
yang tidak layak dan tidak memadai, serta tingkat pendidikan yang rendah merupakan ciri-ciri 
rumah tangga berpenghasilan rendah yang terkait dengan kemiskinan masyarakat. Rumah 
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tangga berpenghasilan rendah cenderung memiliki anggota keluarga dalam jumlah besar dan 
cenderung memiliki angka kelahiran yang tinggi. Angka kematian anak pada rumah tangga 
berpenghasilan rendah juga relatif tinggi karena kurangnya pendapatan dan akses terhadap 
kesehatan dan pemenuhan gizi anak mereka. Dengan demikian, banyaknya anggota keluarga 
dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia di masa depan, khususnya anak-anak. 
Anak dalam kondisi ini akan sulit keluar dari kemiskinan dan cenderung menjadi pewaris 
kemiskinan dari orang tuanya. 
Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan 
di berbagai sektor penanggulangan kemiskinan. Menurut Sumodiningrat (1998, p. 38), 
kebijakan pengentasan kemiskinan dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan tidak langsung 
dan kebijakan langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi 1) upaya menciptakan perdamaian 
dan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. 2) pengendalian penduduk, dan 3) pelestarian 
lingkungan dan penyiapan kegiatan pelatihan bagi masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan 
langsung meliputi 1) pengembangan data primer dalam penetapan kelompok sasaran. 2) 
menyediakan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan). 3) 
penciptaan lapangan kerja. 4) program pembangunan daerah, dan 5) pelayanan kredit. 
Upaya penanggulangan kemiskinan harus menjadi pilihan strategi untuk memperkuat 
peran dan posisi ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural 
meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber 
daya manusia (Sumodiningrat, 1998, p. 43). Program yang dipilih harus berpihak dan 
memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan 
perekonomiannya. Pelaksanaan langkah-langkah strategis dalam program ini bertujuan untuk 
memperluas akses masyarakat miskin terhadap sumber daya pembangunan dan membuka 
peluang bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk 
mengatasi keterbelakangan mereka. Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus 
bertumpu pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pemahaman yang jelas tentang 
penyebab masalahnya. 
Ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin: Pertama, pendekatan 
terarah artinya pemberdayaan masyarakat harus diarahkan, yaitu berpihak pada masyarakat 
miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya bersama-sama memfasilitasi pemecahan 
masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya dalam proses 
pembentukan dan pengorganisasian masyarakat miskin perlu didampingi oleh fasilitator 
profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk 
mempercepat pencapaian kemandirian (Soegijoko & Kusbiantoro, 1997; Sumodiningrat, 2009; 
Mardikanto & Soebiato, 2013). Selain itu, Fadilah et al. (2019) mengemukakan tahapan-tahapan 
pemberdayaan sosial masyarakat, yaitu: tahapan pembinaan mental, tahapan kegiatan 
kelompok, dan tahapan kegiatan peningkatan kapasitas. Terwujudnya strategi pembangunan 
baru berupa 1) keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat, 2) penguatan otonomi dan 
desentralisasi, dan 3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi 
masyarakat (Sumodiningrat, 2007, p. 110). Untuk merealisasikan arah pembangunan yang baru, 
pemerintah perlu mempertajam strategi pembangunan dengan memperkuat kelembagaan 
pengembangan masyarakat dan birokrasi. Penguatan kelembagaan melalui model 
pembangunan partisipatif bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan 
kemampuan aparatur birokrasi dalam menjalankan fungsi kelembagaan pemerintah yang 
berorientasi pada kepentingan rakyat (good governance), bukan kepentingan otoritas. 
Beberapa alternatif strategi pemberdayaan masyarakat miskin antara lain 1) strategi yang 
ditujukan langsung untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat, seperti mengatasi masalah 
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kekurangan pangan dan gizi pada balita dan ibu menyusui dengan menyediakan sembako 
yang sesuai atau murah gratis. 2) mengarahkan untuk memproduksi bahan makanannya 
seperti beras atau jagung. 3) strategi peningkatan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal 
di suatu daerah. 4) strategi yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi agroekosistem yang 
rusak dan tidak sehat. 5) strategi untuk memperbaiki tatanan masyarakat berpenghasilan 
rendah, khususnya dan masyarakat, secara luas dalam pengertian yang lebih umum (Pranadji, 
2003; Mardikanto & Soebiato, 2013; Hikmat, 2013). Strategi pemberdayaan perlu mengambil 
langkah-langkah yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan 
menggunakan pendekatan komunikasi yang memungkinkan masyarakat memiliki 
kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya, memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, 
dan mengekspresikan diri secara terbuka satu sama lain (Nugroho et al., 2016, p. 255). 
 
3. Metodologi Penelitian 
3.1. Strategi Penelitian 
Ada lima strategi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2010, pp. 20-21), 
etnografi, teori dasar, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Penelitian ini menggunakan 
strategi naratif. Menurut Creswell (2010, p. 21), naratif adalah strategi penelitian untuk 
menyelidiki kehidupan individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk 
menceritakan kehidupannya. Strategi naratif dirasa cocok untuk digunakan karena peneliti 
menyelidiki kehidupan rumah tangga berpenghasilan rendah di perkotaan dan meminta 
mereka untuk menceritakan kehidupan mereka. Kemudian peneliti menggabungkan 
pandangan tentang kehidupan partisipan dengan pandangan tentang kehidupan peneliti. 
 
3.2. Prosedur Pengumpulan Data 
Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka dan dokumen. 
Lokasi penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan subjek 
penelitian adalah 5 rumah tangga berpenghasilan rendah perkotaan. Partisipan dipilih dengan 
sengaja dan penuh pertimbangan, terdiri dari DG, usia 64 tahun, penyandang disabilitas (kaki 
lemah), dan tidak bisa berjalan. HS, 40 tahun, dan MF, 45 tahun, bekerja sebagai pekerja 
konstruksi dengan pendapatan rendah. MS, 30 tahun, dan HG, 50 tahun, bekerja di sektor 
informal sebagai pedagang kaki lima dan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Peneliti 
terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi 
penelitian. Dalam observasi ini peneliti mencatat aktivitas para partisipan di lokasi penelitian. 
Selain itu, studi literatur dan dokumen juga dipelajari untuk memperkuat data dari wawancara 
dan observasi. 
 
3.3. Teknik Analisis Data 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang sedang berlangsung, berulang, dan 
berkelanjutan. Oleh karena itu, pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan 
satu sama lain. Keduanya berlangsung secara bersamaan. Prosesnya bersifat siklis, bukan linier. 
Oleh karena itu, analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikenal dengan 
teknik tiga arah, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 
verifikasi/penarikan kesimpulan (conclusion drawing & verification) (Miles & Huberman, 1992, p. 
20; Bungin, 2015, p. 69), sebagai berikut: 
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Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif 
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin 
Masyarakat miskin yang tinggal di gang-gang dan bantaran kanal kota Makassar 
cenderung memiliki sifat pemalas. Mereka tidak memiliki dorongan untuk sukses. Bantuan 
masyarakat miskin, baik dari pemerintah kota maupun perusahaan yang merupakan bagian 
dari program tanggung jawab sosialnya, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Pelaksanaan 
program pemberdayaan masyarakat dari tahun 1995 sampai dengan 1999 meliputi Program 
Pembangunan Daerah, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pemberdayaan 
Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, Program Pengembangan Masyarakat 
Pemerintah Daerah, dan Kelompok Usaha Bersama. Demikian pula, mulai tahun 2007, Program 
Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM) Mandiri Nasional terdiri dari dua program 
utama: Program Pembangunan Kabupaten dan Program Penanggulangan Kemiskinan 
Perkotaan. 
Periode 2014-2019, Walikota Makassar Ir. Ramdan Pamanto, dan Wakil Walikota Makassar, 
Dr. Syamsu Risal, M.Sc., membuat berbagai kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat 
yang disebut Badan Usaha Lorong (BULO) dengan mengadopsi sistem koperasi. Tujuan utama 
program ini adalah mendorong pembangunan dan produktivitas sekitar 7.520 gang di kota 
Makassar untuk melanjutkan masterplan restorasi gang di kota Makassar. Selain itu ada 
bantuan dari Pemerintah Kota, antara lain Program Beras Sejahtera (Program Beras Bersubsidi), 
Bantuan Langsung Tunai (Program Bantuan Tunai), Program Keluarga Harapan (Program 
Keluarga Harapan), bantuan bergulir dan modal berkelanjutan, dan pembentukan Bank 
Sampah di berbagai desa untuk pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan. Pada model 
Bank Sampah, lembaga simpan pinjam juga secara eksplisit dibentuk untuk nasabah Bank 
Sampah. Tujuan akhir dari program ini adalah menjadikan masyarakat miskin mandiri. 
Sekalipun program tersebut tidak lagi berkelanjutan atau berakhir, masyarakat sasaran dapat 
melanjutkan usahanya. 
Program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan bersumber langsung dari 
pemerintah kota dan Bank Indonesia melalui program keuangan mikro dengan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Pembangunan 
Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Perubahan struktur secara alamiah 
merepresentasikan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Perubahan struktural 
dapat terjadi jika kapasitas lokal meningkat secara signifikan, dan kesejahteraan meningkat 
secara bertahap dan berkelanjutan. Pada kenyataannya, jumlah penduduk miskin tidak 
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berkurang dan jenis pekerjaannya juga tidak berubah. Perubahan struktur dan peningkatan 
kapasitas lokal yang signifikan merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. 
Wawancara dengan partisipan menunjukkan bahwa mereka pernah mendapat bantuan 
dari Pemerintah Kota yang berupa dana modal atau beras namun masih dalam kemiskinan. 
Upaya kesejahteraan sosial ini hanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin 
untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendeknya. Jika program ini terus berlanjut, maka 
akan menciptakan ketergantungan pada kelompok sasaran. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk mengintegrasikan program pendampingan dengan pemberdayaan masyarakat melalui 
berbagai intervensi seperti peningkatan keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, motivasi, 
kemandirian, menjalin hubungan sosial, dan membangun jejaring. 
Selain itu, perlu dibentuk organisasi lokal atau kelompok sejenis untuk melakukan 
perubahan, baik secara legal maupun formal, dan peningkatan kesadaran, kapasitas, 
pengelolaan pelayanan sosial, dan pendidikan nonformal. Hasil wawancara mendalam dengan 
partisipan menunjukkan bahwa partisipan tidak tergabung dalam organisasi manapun. Tidak 
ada transfer pengetahuan. Mereka masih memandang program bantuan pemerintah kota 
sebagai program bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan tingkat 
pendidikan dan keterampilan mereka rendah. Kondisi ini mencerminkan perlunya pergeseran 
peran pemerintah kota yang signifikan, dari penyedia layanan sosial menjadi fasilitator, 
mediator, koordinator, penggerak, dan pendidik. Tujuannya agar masyarakat miskin perkotaan 
sebagai kelompok sasaran dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya 
secara signifikan. Sementara itu, diperlukan pembinaan kepada organisasi lokal seperti 
lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya untuk bertindak sebagai agen 
perubahan bagi kelompok miskin atau rentan. 
Jenis kemiskinan pada lima partisipan penelitian yaitu kemiskinan alam, kemiskinan 
budaya, dan kemiskinan struktural. Penyebab kemiskinan alami bagi salah satu partisipan 
adalah ketidakmampuan memperoleh kehidupan yang layak karena disabilitas dan kelemahan 
fisik. Salah satu partisipan, DG, 64 tahun, menjadi pengemis karena cacat dan lemah fisik. DG 
selalu menerima bantuan dari pemerintah kota melalui Program Beras Sejahtera (Rastra) dan 
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Strategi pemberdayaan ini sangat cocok bagi mereka 
yang hanya mengandalkan program bantuan untuk bertahan hidup. 
Dua partisipan lainnya termasuk dalam kategori kemiskinan budaya. Dilihat dari kondisi 
fisik, HS, 40 tahun, dan MF, 45 tahun yang berprofesi sebagai kuli bangunan, partisipan harus 
rajin bekerja dan bertingkah laku hemat. Budaya malas mereka membuat sumber daya di 
lingkungan mereka tidak dapat digunakan. Mereka belum dapat menggunakan waktu secara 
baik selama bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka hanya bekerja empat hari dalam seminggu 
sehingga penghasilannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tidak ada yang 
ditabung untuk masa depan mereka. Mereka puas dan senang dengan penghasilan yang 
mereka terima. 
Partisipan lainnya adalah MS, 30 tahun, dan HG, 50 tahun. Kedua partisipan bekerja di 
sektor informal dengan tingkat pendidikan rendah dan menjalankan usaha sebagai pedagang 
kaki lima. Status pendidikan mereka yang rendah menyebabkan mereka memiliki lebih sedikit 
kesempatan dan dikategorikan dalam kemiskinan struktural. Akses ke sumber modal minim. 
Mereka mengaku mendapat bantuan modal dari bank tapi kesulitan mengembalikan pinjaman 
karena kalah bersaing dengan pemilik modal yang lebih besar. Selain itu, mereka memiliki 
keterampilan yang rendah dalam mengelola suatu usaha yang berakibat pada rendahnya 
pendapatan mereka. Setiap jenis kemiskinan tentunya membutuhkan model atau strategi 
pemberdayaan yang sesuai dengan situasi yang dialami kelompok sasaran. 
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Model atau strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan 
kesadaran akan keadaan yang dialami. Tanpa melalui proses penyadaran, sulit bagi mereka 
untuk mengenali masalahnya, termasuk kesulitan mencari solusi. Wawancara dengan 
partisipan memperoleh informasi bahwa mereka pernah mendapatkan kegiatan peningkatan 
kesadaran tetapi terbatas pada penyuluhan. Namun, proses penyadaran bisa juga melalui 
pendidikan dan pelatihan. 
Tahap selanjutnya adalah memahami kelompok sasaran. Telah terjadi kesenjangan antara 
kondisi yang ada (kenyataan) dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahap ini dilakukan 
pemahaman tentang berbagai faktor penyebab masalah, yang terdiri dari kondisi sumber daya 
alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan dan aksesibilitas, serta 
lingkungan sosial budaya dan politik, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
serta peluang dan tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut bertujuan untuk 
mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis kedua 
faktor tersebut. 
Tugas pemerintah kota sebagai fasilitator adalah membantu mereka menganalisis kekuatan 
dan kelemahan mereka, menganalisis peluang dan tantangan, serta merumuskan alternatif 
yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebagai fasilitator, pemerintah kota 
membantu masyarakat miskin menyelesaikan permasalahan dan memberikan berbagai 
pertimbangan risiko yang akan dihadapi. Hidup adalah perubahan. Oleh karena itu, penting 
untuk menunjukkan kepada kelompok sasaran pentingnya perubahan. Disadari atau tidak, 
perubahan selalu terjadi setiap saat baik itu perubahan lingkungan alam maupun lingkungan 
sosial ekonomi, budaya, dan politik, baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan global. 
Oleh karena itu kepada masyarakat miskin perlu ditunjukkan pentingnya melakukan 
perubahan yang direncanakan dan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi setiap 
perubahan. 
Sedangkan perencanaan untuk perubahan membutuhkan pengujian agar perubahan yang 
dilakukan dapat menjadi solusi dari permasalahan. Perubahan harus mengikuti kondisi 
masyarakat saat ini. Hasil uji coba perubahan merupakan informasi penting bagi kelompok 
sasaran. Langkah selanjutnya adalah memperkuat kapasitas dengan memberikan kesempatan 
yang lebih luas kepada kelompok sasaran untuk menyampaikan ide-ide kreatif terkait 
aksesibilitas informasi, permodalan, dan pemenuhan kebutuhan seluruh proses perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pertanggungjawaban suatu kegiatan. 
 
4.2. Penentu Kemiskinan Perkotaaan 
Hasil observasi dan wawancara dengan partisipan diperoleh informasi bahwa selain faktor 
alam yaitu ketidakmampuan memperoleh kehidupan yang layak akibat disabilitas dan 
kelemahan fisik, terdapat dua faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan perkotaan yaitu 
faktor budaya dan faktor struktural. Faktor budaya yang paling dominan adalah kemalasan 
bekerja dan kurangnya motivasi berprestasi (n-Ach). Kepuasan atas pencapaian dan 
kebahagiaan dengan keadaan atau status mereka saat ini membuat mereka tetap dalam 
kemiskinan. Individu yang memiliki n-Ach tinggi akan berkinerja baik jika berada dalam 
situasi kerja. Dengan memiliki motivasi berprestasi (n-Ach) maka terbuka lebar untuk keluar 
dari kemiskinan. Ciri lain partisipan tidak bekerja maksimal. Kesempatan bekerja tujuh hari 
dalam seminggu tetapi hanya bekerja empat hari dalam seminggu menunjukkan bahwa mereka 
tidak bekerja secara maksimal. Pendapatan yang diperoleh hanya digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dan tidak memperhitungkan menabung untuk masa depan. 
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Selain itu, tingkat pendidikan partisipan penelitian juga rendah. Rendahnya tingkat 
pendidikan mengakibatkan rendahnya tingkat keterampilan yang berakibat pada terbatasnya 
pilihan pekerjaan. Pilihan pekerjaan mereka hanya di sektor informal, seperti pedagang kaki 
lima dan pedagang asongan. Di sisi lain, modal usaha mereka berasal dari pinjaman bank. 
Persaingan usaha yang ketat, keterampilan manajemen usaha yang rendah, dan kewajiban 




Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan meliputi penyadaran kepada 
masyarakat miskin dalam penyuluhan, mempertegas kesenjangan antara kondisi ideal dan 
kondisi nyata serta faktor penyebabnya, menganalisis kekuatan dan kelemahan, memahami 
pentingnya perubahan, dan memperkuat kapasitas kelompok sasaran. Sebagian masyarakat 
yang tinggal di gang-gang dan di bantaran kanal kota Makassar tetap miskin meski pemerintah 
memberikan beberapa program pemberdayaan karena malas bekerja dan cenderung menyerah. 
Selain itu, mereka juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang 
kurang sehingga sulit untuk mencari pekerjaan yang dapat menunjang mereka. Oleh karena 
itu, penelitian ini menjadi dasar awal penelitian selanjutnya untuk mengkaji penyebab 
masyarakat miskin tidak mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan serta mengkaji peran 
pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan perkotaan. 
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